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BUKU DINAMIKA KEBIJAKAN TARIF CUKAI ROKOK

Selamat dan terima kasih kepada para penulis

Buku ini sangat bermanfaat bagi jajaran Bea dan Cukai,

Memberikan pemahaman yang bersifat praktis bukan teoritis.
Penulisannya cukup ringkas tapi komprehensif seperti eksekutif summary.
Menjadi referensi dalam membuat kebijakan tarif cukai rokok.

Masukan : ditambahkan data terkait implikasinya termasuk realisasi

penerimaan.



PENTINGNYA PERANAN CUKAI SEBAGAI PENERIMAAN NEGARA

Kontribusi terhadap APBN berkisar 10%

Sekitar 95% target cukail adalah kontribusi dari cukail rokok, 4 tahun terakhir
96%/97%.

Tahun 2005 target cukai sebesar 32,4 T, tahun 2020 meningkat tajam menjadi
180,5 T.

Untuk penerimaan Bea dan Cukai, kontribusi cukai untuk 5 tahun terakhir
rata - rata 80%

Andalan penerimaan negara dan Cukal untuk menutup target penerimaan

yang tidak tercapai.



PERAN FUNGSI PENGATURAN

Peran Pengaturan di amanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) a dan b UU Cukai No.
39 Tahun 2007

Kebijakan cukai rokok adalah selalu menaikkan tarif cukai

Elastisitas permintaan jangka pendek di negara high income berada pada
kisaran — 0,25 sampai — 0,5 bearti bahwa kenaikan cukai hasil tembakau
sebesar 10% akan mengurangi konsumsi sampai 5%.

In1 berarti ada korelasi yang signifikan antara kebijakan kenaikan tarif
Cukai dengan amanat untuk mengendalikan konsumsi terpenubhi.

Mengenal aspek tenaga kerja dan aspek pelaku usaha industri hasil

tembakau tetap harus dipertimbangkan.



INTENSIFIKASI CUKAI

Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam Tahun 2017 (PMK No. : 146
/ PMK.10 / 2017) telah berhasil melakukan Intensifikasi Cukal

dengan mengoptimalkan pungutan dari objek cukal hasil

pengolahan tembakau lainnya (HPTL) / VAPE dengan tarif 57%.



EKSTENGSIFIKASI CUKAI

Dalam UU No. 11 dan UU No. 39 Tentang Cukai Pasal 4 (2) dinyatakan “Penambahan atau Pengurangan
jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan PP”.
Dalam UU No. 39 Tentang Cukai, Barang Kena Cukai pengertiannya lebih diperjelas dan diperluas,
Semua barang yang mempunyai sifat dan karakteristik :

o Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau

o Pemakaiannya perlu pembenanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,
Bahwa Ekstensifikasi objek cukai sangat penting bagi Pemerintah kalau kontribusi sektor cukai masih
sangat dibutuhkan.
Dalam kondisi industri sunset tentu akan sulit menaikkan penerimaan cukai.
Ekstensifikasi tidak boleh tidak harus dilakukan sebelum terjadinya sunset.
Mengatasi kebuntuan rencana Ekstensifikasi yang sampai saat ini belum berhasil.
Strategi yang tepat harus dilakukan tidak lagi mengulang kembali langkah — langkah yang sama seperti
tahun yang lalu.
Permasalahannya tidak lagi terkait dengan kajian akademis dan bukti — bukti yang meyakinkan.
Masalahnya adalah terkait pada political will baik Pemerintah maupun Para Wakil Rakyat yang harus
dalam satu pemahaman bahwa untuk keberlanjutan pembiyayaan pembangunan keputusan
Ekstensifikasi Objek Cukai harus segera ditetapkan



KEBIJAKAN CUKAI

Kebijakan yang baik adalah bagaimana menyeimbangkan antara tujuan meningkatkan pendapatan dan
mengurangi konsumsi rokok serta mempertahankan keberlangsungan tenaga kerja.
Kenaikan cukai yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan harga yang tajam dan menyebabkan
konsumen beralih ke produk illegal sehingga secara real konsumsi tidak berkurang.

Hasil survey rokok illegal dari UGM

2012 =6% -8 %,2013=11,6%,2014 =11,73%, 2016 = 12,1%, 2018 = 7,04%

Pada dasarnya Pemerintah sesuai ketentuan Perundang — Undangan mempunyai kedaulatan pajak.
Namun demikian setiap kebijakan cukai seharusnya disesuaikan dengan amanat yang ada dalam UU
Cukai No. 39 Tahun 2007 Pasal 5 (4) : “Penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada
RAPBN dan alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan ,
dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri, disampaikan DPR RI untuk
mendapat persetujuan”.
Pelaksanaan amanat tersebut semakin penting karena peranan industri hasil tembakau tidak hanya
menyangkut penerimaan, tapl juga memberikan kontribusi pada perekonomian, tenaga kerja, ekspor,
petani tembakau. Oleh sebab itu idealnya pendekatan solotif untuk memperoleh titik temu yang optimal
dari multisektor menjadi sangat penting.
Setiap kebijakan yang berkaitan dengan industri hasil tembakau seyogyanya melibatkan semua
stakeholder dengan intensitas pembahasan yang memadai. Sehingga putusan kebijakan yang diambil
setidak — tidaknya bisa dipahami dan didukung oleh stakeholder.



SISTEM TARIF ADVALOREM VS SISTEM TARIF SPESIFIK

Cukai dikenakan sebagai respon dari eksternalitas (bahaya) yang berhubungan dengan konsumsi
hasil tembakau / rokok. Cukali rokok pada dasarnya ditujukan untuk memperbaiki eksternalitas
negatif dan mendistorsi pola konsumsi / pengendalian.

Sistem Tarif Advalorem merupakan sistem tarif cukai yang dihitung dari persentase suatu nilai Barang
Kena Cukai yaitu dinyatakan sebagai persentase dari harga apakah harga jual pabrik, harga jual
eceran , harga jual distributor, harga impor.

Sistem Tarif Spesifik adalah sistem tarif cukai yang tarif nya dihitung per satuan atau jumlah tertentu
yang ditetapkan yang dapat berupa berat tembakau, atau unit yang ditentukan secara spesifik.
Kelebihan Sistem Advalorem adalah adil dalam pembebanannya memberikan kesempatan kepada
perusahaan kecil dapat menghindari monopoli dan tidak terpengaruh oleh inflasi. Kelemahannya,
mendistorsi pasar dengan menetapkan HJE, kesenjangan beban cukai antar golongan semakin jauh,
biaya administrasi tinggi (pemungutan dan pengawasan).

Kelebihan Sistem Spesifik adalah tidak perlu menetapkan harga dasar karena menggunakan satuan
batang, administrasi lebih sederhana (pengawasan dan pemungutan), tidak ada distorsi pasar karena
HJE diserahkan kepada pengusaha pabrik, lebih mudah kalkulasi estimasi penerimaan negara.
Kelemahannya pabrik besar dan pabrik kecil beban cukai nya sama, dapat mendorong ologopoli,dan
harus selalu dilakukan penyesuaian karena pengaruh inflasi.



SISTEM TARIF SPESIFIK LEBIH SESUAI

Sistem Tarif Spesifik lebih sesuai diterapkan untuk hasil tembakau / rokok karena :

Cukai dikenakan langsung pada barang nya (per batang) bukan persentase dari harga
dengan demikian kalau pengenaan cukai yang efektif akan dapat mendistorsi pola konsumsi
rokok.

Sistem Tarif Spesifik lebih sederhana sehingga memudahkan administrasi, pemungutan, dan
pengawasan produksi baik pabrik maupun peredaran.

Memudahkan dalam estimasi penerimaan dengan berdasarkan jumlah produksi.

Pemerintah tidak mendistorsi pasar karena HJE diserahkan kepada pengusaha pabrik.
Kekhawatiran Sistem Tarif Spesifik yang akan mengakibatkan pabrik besar / kecil beban
cukal nya sama, tidak cocok diterapkan untuk sektor tembakau yang homogen dan sedikit
jumlahnya dapat diatasi dengan penetapan penggolongan (strata) pabrik hasil tembakau.



ROADMAP HASIL PRODUKSI TEMBAKU TAHUN 2007 - 2020

Roadmap Industri Hasil Tembakau Tahun 2007 — 2020 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
penerimaan yang pasti, menampung lapangan pekerjaan, menciptakan masyarakat yang sehat.
Dalam Roadmap prioritas : Penerimaan menjadi 2007 - 2009, Tenaga kerja 2009 - 2015,
Kesehatan 2015 — 2020. Instrument / sasaran : menghilangkan rokok illegal dan pita palsu,
memperkuat struktur industri dan kompetisi yang sehat, mengarahkan kebijakan cukai yang
sederhana, membatasi ijin perusahaan baru, membatasi kadar nikotin.

Roadmap yang telah dibuat sebenarnya cukup kredibel karena seluruh Kementerian yang
terkait dan industri hasil tembakau yang sama — sama membuat. Cakupan Roadmap cukup
komprehensif. Permasalahannya adalah Roadmap tersebut tidak diimplementasikan secara
penuh. Namun demikian adanya Roadmap menjadikan arah kebijakan yang jelas mengurangi
permasalahan antar sektor karena kebijakan sektor dapat merujuk ke Roadmap. Sebaiknya
untuk tahun mendatang tetap dibuat Roadmap dengan mengacu Roadmap Tahun 2007 - 2020
dengan melakukan perubahan secara mendasar sesuai dengan dinamika lingkungan internal
maupun eksternal industri hasil tembakau.



ROADMAP STRUKTUR TARIF TAHUN 2018 - 2021

Roadmap dalam perpekstif perencanaan adalah implementasi program yang dibuat secara bertahap

per tahun, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Konsekuensinya Roadmap pasti ada rujukan yang

menjadi panduan untuk kemudian diturunkan menjadi Roadmap. Oleh sebab itu menjadi pertanyaan,
apa rumusan tujuan yang kemudian menjadi rujukan Roadmap. Apakah penyederhanaan tarif bisa
menjadi tujuan atau hanya salah satu tujuan?

Kalau tujuan tidak dirumuskan secara jelas dan sebelumnya kurang didiskusikan dengan stakeholder

untuk memperoleh kesepahaman, akibatnya bisa menimbulkan masalah dalam implementasi

Roadmap tersebut. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan :

1. Dalam merumuskan tujuan sebaiknya perlu mempertimbangkan 4 (empat) pilar yang meliputi :
penerimaan, pengendalian konsumsi, tenaga kerja, dan keberlanjutan industri hasil tembakau.

2. Pada dasarnya Pemerintah mempunyai kedaulatan dalam bidang perpajakan oleh sebab itu
kebijakan menaikkan tarif menjadi otoritas Pemerintah, tetapi di lain pihak kedaulatan tidak
sepenuhnya berada di Pemerintah dalam hal penentuan jenis, golongan, dan strata ini
memerlukan intensitas pembahasan yang memadai dengan stakeholder karena menyangkut rasa
keadilan, kesempatan kerja, dan keberlanjutan industri hasil tembakau khususnya untuk skala
kecil (berbeda dalam proses pengambilan keputusan).
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